
 

 
 

BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 

TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  penataan  dan  pemberdayaan pedagang 

kaki  lima  agar  dapat  mengembangkan  usahanya menjadi 

kegiatan perekonomian sektor formal  dan  sebagai  upaya  

menciptakan ketertiban, keindahan, keamanan dan 

kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik telah 

diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima; 

 b.  bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu mengatur lokasi, 

waktu kegiatan, bentuk sarana dan tata cara permohonan  

penempatan Pedagang Kaki Lima; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud pada  

huruf a dan huruf  b, perlu membentuk Peraturan Bupati 

Sampang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan 

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  

Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan   

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3817); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang    

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4279 ); 

3. Undang-Undang  Nomor   26  Tahun  2007  tentang   Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4725); 

4. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866 ); 

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua 

kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang   

Perubahan   Kedua   Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);   

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang  

Pembinaan dan Pengembangan Usaha  Kecil (Lembaran   Negara   

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3743); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang    

Pelaksanaan Undang-undang Nomor  20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro Kecil dan  Menengah; 
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9. Peraturan  Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012  tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 

11. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sampang  Nomor   7  Tahun  

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang 

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2012 Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2013  

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima  

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017; 

15. Peraturan  Bupati  Sampang  Nomor 54 Tahun 2016  Tentang   

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Sampang; 

16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  LIMA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.   Daerah adalah Kabupaten Sampang; 

2.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang; 

3.   Kepala Daerah adalah Bupati Sampang; 

4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten   

Sampang; 

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Sampang; 

6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sampang yang diberi  

wewenang  oleh Bupati untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil; 

7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 

daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat; 

8. Pedagang kaki lima yang selanjutnya  disingkat  PKL  adalah  pedagang  kreatif 

yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan 

mempergunakan sarana atau perlengkapan bangunan milik pemerintah daerah 

yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan fasilitas 

umum sebagai tempat usahanya; 

9. Identitas Pedagang Kaki Lima adalah surat atau tanda pengenal yang 

dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang sebagai tanda bukti identitas diri 

pedagang kaki lima di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; 

10. Tanda Daftar Pemohon yang selanjutnya disingkat TDP adalah bukti 

perdaftaran Pemohon untuk mendapatkan tempat   usaha dagang dilokasi kaki 

lima yang ditetapkan oleh pemerintah; 

 

BAB II 

LOKASI, WAKTU, UKURAN DAN BENTUK SARANA PKL 

 

Bagian Kesatu 

Lokasi dan Waktu 

 

Pasal 2 

(1)  Kegiatan PKL dilaksanakan pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati; 
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(2)  Bupati dalam menetapkan lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memperhatikan faktor-faktor meliuputi kebersihan, keindahan, 

ketertiban, dan keamanan, serta kenyamanan penggunaan ruang milik publik;  

(3)  Ruang milik publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat 

ditetapkan  menjadi  lokasi kegiatan  PKL   adalah : 

a. Kawasan Jalan Imam Bonjol; 

b. Kawasan Taman Monumen Trunojoyo; 

c. Kawasan Jalan Kusuma bangsa; 

d. Kawasan lapangan Tenis Indoor sisi barat dan sisi timur; 

e. Kawasan Jalan Syamsul Arifi ; 

(4)  Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ruang milik publik yang 

dilarang untuk menjadi lokasi kegiatan PKL adalah : 

a. berbatasan langsung dengan persil bagian muka bangunan sekolah, tempat 

ibadah dan perkantoran pemerintah/BUMN/BUMD; 

b.  jarak dari persimpangan jalan kurang dari 50 m (lima puluh meter); 

(5)  Penetapan lokasi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

menghilangkan fungsi ruang milik publik yang ditetapkan sebagai lokasi 

kegiatan PKL; 

(6)  Penetapan Lokasi untuk wilayah kecamatan diatur lebih lanjut oleh Camat 

setelah mendapatkan pelimpahan wewenang dari Bupati; 

 

Pasal 3 

(1)  Bupati menetapkan waktu kegiatan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

ayat (1) dengan mempertimbangkan intensitas/tingkat keramaian  

pemanfaatan   ruang   milik   publik   yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan 

PKL; 

(2)  Waktu kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap hari 

dalam satu minggu sampai dengan pukul 24.00 WIB; 

 

Bagian Kedua 

Ukuran dan Bentuk  Sarana PKL  

 

Pasal 4 

(1)   Bentuk sarana PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
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a.  tenda; 

b.  meja; 

c.  gerobak dorong dan/atau etalase; 

d.  kendaraan roda dua;  

e.  kendaraan roda tiga; dan 

f. kendaraan roda empat. 

(2)   Tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ukuran   paling 

besar 3m x 3m (tiga meter kali tiga meter) dan paling tinggi 3m (tiga meter); 

(3)   Meja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b dengan ukuran paling 

besar 2m x 1m (dua meter kali satu meter); 

(4)   Gerobak  dorong dan/atau etalase sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  

huruf  c  dengan  ukuran  paling besar 2m x 1m (dua meter kali satu meter) ; 

(5)  Bentuk sarana PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan 

huruf f  akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati; 

 

BAB III 

TATA CARA PERMOHONAN LOKASI PENEMPATAN PKL 

 

Pasal  5 

(1)  Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL  pada lokasi  sebagaimana  

dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), harus terlebih dahulu mengajukan 

permohonan lokasi penempatan  PKL kepada Dinas Koperasi  Usaha Mikro dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Sampang; 

(2)  Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang 

menyiapkan formulir permohonan yang berisi : 

a. nama pemohon; 

b. identitas pemohon; 

c. kewarganegaraan pemohon;  

d. bentuk sarana PKL; dan 

e. jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. 

(3)   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri : 

 a.  foto copy Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); 

 b.  foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili; 

 c.  foto usaha PKL; 
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 d.  foto copy kartu Keluarga (KK); dan 

 e. pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna 

 

Pasal 6 

(1) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja  Kabupaten Sampang 

memverifikasi persyaratan yang telah diajukan oleh Pemohon ; 

(2) Dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari,  Dinas Koperasi Usaha Mikro dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dapat memberikan persetujuan penempatan 

lokasi PKL dengan menerbitkan TDP ; 

(3) Dalam hal permohonan penempatan lokasi PKL tidak memenuhi 

persyaratan/ditolak, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Sampang memberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan 

alasannya; 

  

Pasal 7 

(1) Pemohon yang telah mendapatkan Tanda Daftar Pemohon (TDP)  dan lokasi  

penempatan PKL yang telah disetujui tidak dapat dipindahtangankan atau 

diperjualbelikan kepada pihak ketiga; 

(2)  Setiap PKL hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) lokasi kegiatan PKL 

dan digunakan  sendiri oleh pemegang Izin; 

(4)  Masa berlaku penempatan kegiatan PKL selama 1 (satu) tahun sejak 

permohonan disetujui dan dapat diperpanjang kembali oleh pemohon; 

(5)  Apabila pemohon tidak menempati tempat yang telah disetujui selama 2 (dua) 

bulan, maka ijin penempatan lokasi PKL akan dicabut; 

 

BAB IV 

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENEMPATAN PKL 

 

Pasal 8 

Untuk menjalankan kegiatan usahanya,  pemegang  identitas pedagang kaki lima 

wajib :  

a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan 

tempat usaha; 

b. menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan baik; 
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c. mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan 

lain atas lokasi tempat usaha  tanpa minta ganti kerugian; 

d. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi pedagang kaki lima. 

 

Pasal 9 

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang identitas pedagang kaki lima 

dilarang :  

a. mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi pedagang kaki lima; 

b. meninggalkan sarana dan peralatan di lokasi kaki lima; 

c. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan; 

d. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal; 

e. kegiatan usaha di lokasi pedagang kaki lima selain yang telah dinyatakan dalam 

identitas pedagang kaki lima; 

 

BAB V 

JENIS BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN 

 

Pasal 10 

(1)  Jenis barang dan jasa yang dapat diperdagangkan pada lokasi kegiatan PKL 

yaitu  kuliner khas, makanan  komsumsi masyarakat yang ditetapkan oleh 

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja  Kabupaten Sampang; 

(2)   Penetapan jenis barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempertimbangkan kesesuaian lingkungan lokasi kegiatan PKL dengan jenis 

barang dan jasa tersebut. 

 

BAB VI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 11 

(1)  Setiap  PKL  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  yang   diatur   dalam   

Peraturan   Bupati ini  dikenakan sanksi administratif berupa : 

a.  peringatan tertulis; 

b. pengosongan lokasi penempatan PKL; 

c.  dalam waktu 30 (tiga puluh) hari  tidak  mengosongkan  akan  dikeluarkan  

secara   paksa   oleh   petugas    keamanan/Satuan    Polisi    Pamong   Praja 
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      sebagaimana  Peraturan  Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ; 

(2) Tata cara dan tahapan  pemberian  sanksi  administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Peraturan Bupati Sampang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

   Ditetapkan di  :  Sampang 

                                 Pada tanggal   :  18 Januari 2017 

                   

BUPATI SAMPANG, 

ttd 

H. A. FANNAN HASIB 

 

Diundangkan di   : Sampang 

Pada tanggal        : 18 Januari  2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

ttd 

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 
 

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor : 3 

 

 
 

 


